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Denpasilr Bakal

"Kehilangan))
Terminal Ubung

dan Kargo
Denpasar (Bali Post) -

Pemkot Denpasar akan 'kehilangan" dua terminal.
Terrninal Ubung dan Terminal Kargo bakal dikelola
masi4g-masing oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat Otomatis, pendapatan dari kedua terminal tersebut
tak lagi rnasuk ke kas daerah Kota Denpasar. Pengalihan
kewenangan pengelolaan terminal tersebut merupakan
konsekuensi dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Perhubungan terminal tipe B, kewenangan-
Kota Denpasar I Gde Astika, nya di pemerintah provinsi.
Selasa (14/4) kemarin mengung- Denpasar sendiri memiliki satu
kapkan, sesuai ketentuan UU terminal tipe A yakni Terminal
23/2014, pengelolaan terminal Kargo dan terminal tipe B yaitu
tipe A menjadi kewenangan Terminal Ubung. Menurut ren-
pemerintah pusat. Sedangkan cana, penyerahan kedua aset

takan, saat ini peralihan ke-
wenangan pengelolaan terminal
masih dalam proses sosialisasi
dari pemerintah pusat. Itu be-
rarti, masih ada waktu kurang
dari setahun sebelum peralihan
itu terealisasi. Dengan adanya
peralihan kewenangan itu, As-
tika tak menampik jika nantinya
Pemkot Denpasar akan kehilan-
gan sumber pendapatan da€rah.
Tidak hanya aset, semua retri-
busi yang dihasilkan dari dua
terminal itu seperti parkir ken-
daraan, sewa toko dan kios. akan
diambil alih. "Pastinya nanti ada
penurunan pendapatan dari sek-
tor ini. sebab semuanva diambil

tersebut dilaksanakan tahun
2016 mendatang.

Kabid Angkutan Dinas Per-
hubungan Kota Denpasar Hari
Edi menjelaskan. ketentuan
pengaLihan pengelolaan itu juga
telah tertuang pada Permendagri
Nomor 120/253/Sj tentang Pe-
nyelenggaraan Urusan Pemer-
intatan. Untuk penyelesaian
inventarisasi P3D sebagai akibat
dari pengalihan urusan pemerin-
tah; paling lambat dilaksanakan
pada 31 Maret 2016. Sedangkan
serah terima personel, sarana,
dan dokumen P2D. paling lambat
dilakukan 2 Oktober 2016.

Lebih lanjut Astika menga-

alih," katanya.
Mekanisme pengalihan ke-

wenangan pengelolaan termi-
nal, lanjutnya, nantinya akan
diatur lebih mendetail. Dengan
adanya sosialisasi dari pusat,
setidaknya saat ini Pemkot Den-
pasar harus memiJiki kesiapau
untuk melakukan serah terima
aset. "Kita masih bisa siap-siap
dalam wa-ktu kurang dari seta-
hun irf," tegasnya. (ktub26)

Eedta ini bisa dikomentad
pada acara Citra Bali
Radio Gbbal FM
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Dugaan "Mark-Up" di Undiksha
Musti a,ra Diperiksa r(ej ati

Denpasar (Bali Post) -
Penyidik Pidsus Kejati Bali neebut

memeriksa saksi atas dugaan mik_uo
pengadaan lahan untuk Kampus Un-
diksha. Buleleng. Pasalnya. ada dusaan
bahwa perkara ini melibatkan oknum
pejabat yang konon berkantor di Jakarta.
Sejumlah pejabat sudah diperiksa guna
menelrsrk tentang proses pengadaan
lahan tersebut. Salah satunya adalah
Nyoman Mustiara.

S-ebelumnya dia gagal diperiksa pe-
nyrdrk karena mengirim surat bahwa
sedang sakit. Selasa (14l4) kemarin. dia
aFlirnya datang dan langsung diperiksa
oleh tim penyidik Akmal Kodr-at aan
Gede Arthana. Infomasi di kejaksaan, dia
datang pagi dan pemeriksaan dilakukan

tidak sampai sore hari. .,Sudah 
diperiksa.

tetapi dia sudah pulang." kata petuea;
ko{psAdyaksa. Selasa (14l4) kemarii.

Hal ini dibenarkan Kasipenkum Hu-
mas Kejati Bali Ashari Kurniawan. vane
menyatakan Mustiara sudah daiani
untuk- menjalani pemeriksaan atas dul
g,aan kasus !!gr!-up penyediaan lahan
Aampus undlksha.

Informasi berkembang, Mustiara
yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas
u-atatan Sipil Kabupaten Buleleng konon
merupakan saksi kunci dalam plrkara
ini. Hanya soal pemeriksaan, j;kstb;_
lum mau mengungkapkan ke publik.

Tersangka Kasus BpD
Disinggung soal kasus BpD (Bank

Pembangunan Daerah) Bali. Ashari
Kurniawan mengatakan sudah dilaku-
kan.gelar perkara atau ekspos perkara,
Selin,_(13/a). Dalam ekspos itri, Ka;ati
Bali Momock Bambang Sumiarso Ln-
tuk pert_ama kalinya sejak menjabat
menetapkan tersangka dalam peikara
korupsi. Tersangka untuk perkara yang
konon merugi\an negara liingga nir i.i
miliar itu adalah IWS.

_Kemarin, Ashari Kurniawan menga-
takan kemungkinan tersangka ba[al
bertambah. "Sementara satu tersang-
ka. Soal kemungkinan ada tersangkl
lain, ya... kemungkinan itu ada. yins
jelas, penyidik kini sedans mendalaml
perkaranya," ucap jaksa asil Yogyakarta
itu. (kmb37)
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|lugaan Prlnyetrlwmgn diDilnpaur

Lagi, Kadishub
_Diperiksa Kejati
Deppasar (Bali post) -

Pe_meriksaan Kepala Dinas (Kadis) perhubun_
gan Kota lennlsaqi c"ara.til"l""ivJ# u"tu_
selesar. selasa (14l4) kemarin, pihak keiati Balikembali memanggil a"titu. l-i'"-Jrii* i,i"*u"isoprnya. Kasrpenku_m Humas Kejati BaIi AshariAurnlawan mensatakan, saksi kembali dipanggiluntuk melanjut[an pemerrksaan yang sebelum-nya dinggap belum s-elesai. .V". *"r.ifi ji-o""-"*.u
untuk pelanjutkan pemerit""" t"-u"i"'f"d""i"
- reo,. Aemarrn (Senin) kan- kurang karena jak_
:::yl_ :gd^."g mengikuti e\,sRos fr i 

"egu 

-.or",-
rancas Kasrpenkum Ashari Kurniawan.
. ].{-amun, ketika ditanyu 

"out -"t""i p"me"itsr.rr,
laq-lag jaksa tidak mau merg,o.ik"r, a"rrer" d"fjh
bahw-a perkara ini masih a"j"- p*.". o?ir"Uai-kan. Selain Kadishub Kota Denpasar, tim tejaisaan
j uga_memeri-ksa staf pJ.JS_ du"i b-i;; T, ii' Hrurrg
dan Perumahan @TRP) Xotu 1""o".;* '"'

-^I:f,:lutn"ya diberitakan, punyidik dari Kejati
rrau [erus mengembangkan kasus dugaan penyim_
pangan dan penyelewengan di pemk"oi olllpl"ur.
L::::1 tllnt gin"r niii", F;il;;;;;""iu,,g
clua-Kukan pemerrksaan guna menguak dugaan pe-
nyelew_e n ga n perizina n di Kota n5"p".rrlxlo"ru
Dinas.P. erhubungan Kota Ou"pu."riC"a" e"i,t"
Il,1e- 

ol!"-"r usai pemeriksa-an kala itu, menga_

lTligtttlya drpanggil dan di:mintai keterangan
lllKftlan oengan tugas pokok dan fungsi (tupo[si)
untuk JaJarannya terhadap perizinan ieklame se-

li11u 1"t Astrkamengatgkap dia datang ke Kejatit'ar atas-panggilan prhak jaksa untuk menvelidiki
kasus rek.lame yang ada di Kota Denpasai.

^ rerkalt kasus dugaan penyelewengan diuenpasar. sejumlah pejabat teras di p-emkot
uenpasar sudah diperiksa. Di antaranya Kepala
B_PTSP dan pMA.A. Rai Soryawa", f^ai. iiinp
Made Ku-suma Diputra, Kadis pendap;;;;b;*"
Semadi,,Kadis DKp Ketut Wisada ai" i"*ip"f
PP I.B. AIit Wiradana. Ashari -""!uiuf.u".u"gutsenus. menangani dugaan penyelewengan yang
tedadi di Pemkot Denpasaiini. ttmUe?i 

-'-
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Juklak Belum Turun

Perbekel Bingung Gunakan

Dana Pemerintah
Semarapura (Bali Post) -

Sejumlah perbekel men-
gaku masih bingung meman-
faatkan dana yang bersumber
dari pemerintah, seperti ban-
tuan keuangan khusus (BKIO,
Alokasi Dana Desa (ADD) dan
Dana Perimbangan. Pasal-
nya. petunjuk pelaksanaan
dan petr.rnjuk teknis (iuklak-
juknis) dari penggunaan dana
tersebut belum turun.

Masalah tersebut men-
cuat dalam agenda monitor-
ing dan evaluasi (monev)
Pemkab Klungkung di Ke-
camatan Banjarangkan, Se-
lasa (14/.1) kemarin. Wakil
Bupati (Wabup) Klungkung

. Made Kasta mengungkapkan,
masalah tersebut menjadi
pertanyaan sejumlah perbekel
di Kecamatan Banjarangkan,
seperti Perbekel Nyalian Ida
Bagus Alit Negara, Perbekel
Aan A.A Ngurah Ardita dan
Perbekel Nyanglan Nyoman
Setember. Terlebih, dengan
ketatnya pengawasan peng-

gunaan anggaran dari pe-
merintah saat ini, membuat
sejumlah perbekel harus ber-
sikap hati-hati dalam me-
manfaatkan anggaran. Sebab,
pemahaman yang salah bisa
menjebak mereka dalam per-
soalan hukum.

Untuk mengatasi masalah
ini, Wabup Kasta menegas-
ka n, nantinya akan ada
bimtek (bimbingan teknis)
dalarn penyusuhan APBDes
untuk para perangkat desa.
Bimtek ini akan memberikan
pemahaman yangbenar, agar
tidak salah menggunakan
anggaran. "Bimtek ini harus
dilakukan sebelum penyuss-
nan APBDes," tegas Wabup
Kasta. Sementara, sejumlah
anggaran dari pemerintah
seperti dana BKK, dilatakan
belum turun. Namun, jumlah
yang didapatkan masing-mas-
ing desa sudah ditetapkan.
Dengan bimtek itu, Wabup
Kasta berharap agat peman-
faatan dana dari pusat tidak

menyimpang.
Terlebih dana BKK yang

diterima setiap desa, nomi-
nalnya crtkup besar. sekitar
Rp 700 juta bahkan bisa
lebih dari Rp I miliar, tergan-
tung dari beberapa indikatol
persyaratan dari desa itu
sendiri.

Selain me ngel uhka n
masalah juklak-juknis BKK.
para perbekel juga menge-
luhkan pembentukan LPM
(Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat). Sebab. belum
ada aturan yang jelas soal pem-
bentukan LPM di setiap desa.
Desa hanya diminta memben"
tuk lembaga kemasyarakatan.
Sementara di sejumlah desa
di. Kecamatan Banjarangkan
ada yang membentuk LPM.
ada juga yang memilih tidak
membentuk lembaga itu.

Camat Banjarangkan Ko-
mang Gde Wisnuadi menam-
bahkan penggunaan dana pe-
merintah harus sesuai dengan
juklak-juknis. Hal ini untuk

mewujudkan tertib adminis'
trasi di tingkat desa, daPat
memberil<an pelaYanan Yang
bai[< kepada masYarakatdan
daDat memberikan pember-
dayaan masyarakat melalui
anggaran peqerintah terse-
but. (kmb31)
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Kasus 0cean Blue PoolBisa Damai?
.. PERKARA dugaan korupsr pajak
noteldan Rcstoran (pH R) diOcean
orue rool yang telah menetapkan
tersangka yakni ou.ner-nya Mr.
rum. sepertrnya alan happy ending.
walau sudah berjalan tahunan dan
tersangkanya kabur ke negaranya,

^o-rea. 
betakangan terdengar kabar

bahwa kasus itu bisa diselesaikan
dr, bawah langan. Dengan calatan.
ptna8. porusahcan mau meubavar
tunggakan yang sedianva dibavar
ke.Pemkab Badung senilai Rp' l2m rar.

^ Kepala Kejaksaan Negeri t Kajan.l
uenpasar Emnnuel Zebua, Selasa
(14/4) kemarin mengatakan. dala m
pcrkara ini sudah ada instrumer
datun dan pihak perus2hs2n rn€,m_
btktn pernyataan akan membava r
Rp l2 milrar iru. sehingga memung_
KrnRan perkara\ya drtutuD. Kaiari
mengatakan bahwa itu jugu utu,
permrntaan Pemkab Badung supava
tunsgakan itu bisa drbava;ka; -ke

pemerin tah. Pi}ak kejaksaan men_
enma permintaan Pemkab Badung
tersebut.

Dari pernyataan pihak keial _

saan. ada kemungkinjn sudah sen _

pat terjadi pertemuan. Mencinsal
muncul ungkapan jlka p""uiiiian
(Ocean Blue Poolt menjual perusa-
haannya maka pihak perusahaan
akan jauh lebih banyak mendan-
ilkan uang dihandrngkan nilai lip
lz mrtrar yang mesti dibavarkank"
Pemkab Badung. Ernanuel Zebua
mengatakan. karena ini masuk
dalam-sengketa yakni dibidik atas
kasus korupsi pajak. jika harus dr-
lakrrkan penjualan maka si peniual
wajrb atau harus sepengeiahuarr
.;aksa. ''Kamr sudah bersurat ke BpN

pula," katanya.
Namun. sebelum pada jalan pen_

Jua lan..kara Kajari Denpasar. pihak
remkab tiadung masih menunggu
Janjr perusahaan untuk membavar
yang katanya akaq dilakukan bk-
tober mendatang. Lantas. apa kah
pengemballan uang Rp l2 miliar
dapat menghapus perbuatan hukur
tersangka? Emanuel Zebua menga-
takan. wa lau sudah menelankan
tersangka. pihaknya belum meneo_
tahui apakah tr,lr. Xi. -u*[-Lplqana korupsl alau masuL perkara
ngcmptang pajak. Walau memberi_
{an srn}.a I memungkinkan untuk
perkaranya tutup, narnun besar ke_
mungkinan pula kasus itu berlanjut
seDagatmana. statlts tersa ngka 1.a ng
sudah drsandang Mr. Kim. Namun.
pengusaha asal Korea itu telah ka_
Dur ke negaranya setelah diiadikan
tersangka oleh pihak kejaksaan.

Bentuk Lima Tim
Disinggung soal penanganan ko_

rupsl talnnya. termasuk di pemkut
Lrenpasar dan Pcmkab Badung. yang
Delakangan menjadi bidikan nerr_
egak hukum. Emanupl Zlhua mcr._
gaku sudah membentuk tim. ..Tim
ini lidak hanya dari pidsus. namun
Juga dart rntel. termasuk pldum.
.Jaksa slapa saja bisa melakukan
penyidikan korupsi kan? katanva
Lar.re :1at ilu dircmani Kasipidrim
Ilerarl ljenpasar KetLlt Asuns
, Dia berharap dalam me"r,gu-ngkap
Korupsr rru acla pr hak yang memberi_
kan data. lermasuk wartawan darr
LSM. "Mana. ada dara gak? Tolong
kaslh tahu saya biar bisa menguns_
kap dengan gamblans," pintinvi
(kmb37)



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
\ ,-rr |L, rl- +r'r ' t? _rr

t$l-i.rrd, Bali Post
#

Edisi

Hal

: Fnu", L5- /fprrl /dt
: 1,75

Penegasan PT TWBI

Perpres Belum
Dicabut, Reklamasi

etap Lanjut
RENCANA reklamasi reluk Benoa akan tetap jalan selarna perpres No.bl

Tahun 2014 masih ada dan TWBI masih diberik=an mandat untuk ielakukan
k.,"tip_. Demikian penegasan Direktur PT TWBI Heru Budi wasesa, selasa
(L414\ kemarin.

Terkait dengan perpres yang mengubah
kawasan konservasi menjadi kawasan peman-
faatan di Teluk Benoa, ia mengatakan tidak
punya domain terbadap perpres tersebut, itu
kewenangan pemerintah. "Kalau perpres itu
dicabut, dampaknya kawasan Teluk Benoa
kembali menjadi kawasan konservasi," jelas-
nya.

Menyinggung masifnya penolakan rekla-
masi. Heru mengaku heran. Menurutnya,
proyek revitalisasi Teluk Benoa ini sangat baik
dan telah berkali-kali disosialisasikan. Sebab.

reklamasi Teluk Benoa bertuiuan untuk mem-
bangun BaIi dengan tetap menjaga.komitmen
terhadap pelestarian budaya, menyejahtera-
\an rakyat, dan menjaga lingkungan. "Mari
kita adu argumentasi dengan cara benar
bahwa kami punya dalil, mereka juga punya
dalil," tandasnya.

. Pada jumpa pers itu. Heru Budi Wasesa
juga menyatakan siap fila proyek ini dimo-
ratorium.
HaL23
Perusakan Lingkungan

. Perusakan Lingkungan
tersebut digunakan untuk
membantu CSR Forum Peduli
Mangrove. Setiap bulannya;
forum bentukan Artha Graha
itu mendapatkan Rp 350 juta
selama dua tahun terakhir.
"Tentunya dana bantuan itu
juga digunakan buat,kesia-
tan-kegiatan sembako mu-rah
bersubsidi. kerja sama antara
TWBI dengan Artha Graha
Peduli," lanjutnya. (knb32)

Dari Hal. 1

Asa lkaP'P1'6tek atau kegia-
tan }ain yang melanggar hukum
terkait perusakan lingkungan
yang nyata, penyalahgunaan
lahan, dan sebagainya. Mora-
torium ini semata-mata demi
keadilan.Terkait dana Rp 1
triliun yang sudah dihabiskan
untuk meloloskan rencana re-
kla.' ,si, menurut Heru, dana
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Retribusi Naker Asing

Dirancang Rp l,}Juta/Bulan
Semarapura (Bali Post)

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trahsmigrasi (Dinsosnakertrans) merancang perda untuk
mengatur keberadain tenaga kerja asing di Kecamatan Nusa Penida, khususnya di Lem-
bongan dan Jungut Batu. Dalam ranperda diatur setiap tenaga kerja asing nantinya akan
dikenakan retribusi 100 dolar AS atau sekitar Rp 1,2 juta per orang per bulan.

Demikian disampaikan Kadin-
sosnakertrans Ida Bagus Anom
Adnyana, Selasa (1414) kemarin.
Dikatakan rancangan perda terse-
but sudah disempurnakan ber-
sama tim prolegda pemerintah
daerah. "Rancangan perda yang
mengatur keberadaan tenaga kerja
asing itu sudah masuk prolegda
dan menunggu pembahasan di
dewan," ujarnya.

Rancangan perda ini memuat
tiga poin penting. Antara,lain.
mendata aeluruh Derusanaan
asing beril(.ut, para,te-l,asa herja
asrng yang bekerla dr l1'lung{ung.
khususnva di Lembongan dan
Junzut Bitu. Memberikan Perlind'
ungan kepada tenaga kerja lokal
setempat, dengan memPerketat
keberadaan tenaga kerja asing,
agar tenaga kerja lokal daPat
diberdavakan. Terakhir, mengatur
pemung-utan -retribusi terhadaP
Dara tenaga kerla asrng seoesar
ioo dola" AS p"" orang per bulan.

Kepala Seksi Pelatihan dan
Penefaran Tenaea Kerja Drn-
sosnakertrans Made Sukadana.
menambahkan seriaP Peruoahaa n

yang mempekerjakan tenaga kerja
asing, wajib melaporkan tenaga
kerja mereka kepada Dinsosnaker-
trans. "Sebelum bekerja, tenaga
kerja asing itu harus mengantongi
IMTA (Izin Menggunakan Tenaga
Kerja Asing)," kata Sukadana.
IMTA tersebut dikeluarkan pemer-
intah Pusat. Pemkab hanya ber-
wenang melakukan perpanjangan,
setelah masa berlaku habis selama
enam bulan atau setahun. sesuai
RPTKA (Rancangan Perjanjian
Tenaga Kerja Asing).

Pilihan dua masa berlaku itu,
rnenurutnya untuk memberikan
ruang kepada pihak perusahaan
memberrkan penilaian terhadap
tenaga kerja asing mereka dalam
masa kerja di perusahaan.

Kadinsosnakertrans Anom
Adnyana mengatakan ada 21
perusahaan di Lembongan dan
iungut Batu yang menggunakan
iasa tenaga kerja asing. Sebagian
beqar mempekerjakan tenaga
kerja asing di bidang diuing dan
instruktur dluing. Ketua Komisi
I DPRD Klungkung Komang Su-
antara menyaobut baik adanYa

rancangan perda yaog mengalul
_ tenaga kerja asrng. Dengan mem-
perketat legalitas tenaga kerja
asing, menurutnya akan memberi
ruang bagi tenaga kerja lokal agar
bisa lebih diberdayakan. "Tenaga
kerja lokal jangan hanya jadi pe-
nonton di daerah sendiri," tegas
KomanE Suantara.

Sebelumnya, Legislator DPRD
Klungkung A.A Sayang Suparta
mengatakan. tenaga kerja asing
yang bekerja di Lembongan diten-
garai banyak yang tidak mengan-
tonsi izin restrri. Mereka terkesar.
amin bekerja se, ara ilegal di objeL
wisata itu. Sementara, kontro.
terhadap legaliras tenaga herjr
asing oleh pihak terkait masih
sansat lemah.

Ii mencatat saat ini ada de
lapan perusahaan d,iuing yang
memanfaatkan tenaga kerja asing
secara sembunyi-sembunyi. Pihak
perusahaan seharusnya men-
gurus izin tenaga kerja mereka.
agar mengantongi IMTA. Namun.
Sayang Suparta sangat yakin.
jarang ada yang mengurusnya.
(kmb3l)
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Terkait Pelanggaran di panfai Canggu

Pembangunan "Revsrtmen" Dipermasalahkan
Mangupura (Bali Post) -

Polemik terkait keberadaan pembatas
Leton ) ang melintang dr scpanjang pantai
( :rnBgu. antlrnya mendapal responsraja_
ran Pemkab Baglung. Tim gabungan yang
tprdiri atas sejumlah SXpO t"rt,ait. Selasi
(1,1/.1) kemarin kembali turun ke lapangan.
Ini dilakukan setelah sebelumnyi Bupati
Badung A.A. Cde Agung mengiristruisi-
k:rn untuk mpnrndak tegas pelarrggaran
di .ana demi melindungi kep"niingun
masyarakat.

Tim yang terdiri dari Kepala Badan
Pela5ranan Perizinan Terptdu lBppT)
Badung Made Sutama, Kepala Dinas
Cipta Karya @CK) Badung Niputu Dessy
Dharmayanty. Kepala BLH Badung Ketui
S udars-a na. Rabid Penyidikan Satpol
PP Badung Nyoman Badra dan sejum-
lah SI(PD rerkait lainnya, ramai-rimai
turun ke lapangan dipimpin Wakil Bu-
pati Badung Made Sudiana. Kedatanean
sejumlah SKPD terkait itu menvoioti
adanya pembangunan relerlnren itang-
gul pemecah ombak) yang dinilai belum
ryemiliki izin. "Kalau pembangunan
hotel tidak ada masalah, karena iereka
bel"m 6"-6^ntun. Yang jadi masalah
hanlalah pembangunan ra ert ntcn." rriar
NIade Sutama.

Menurutnya. dalam membuat relerr-
arel harus ada kajian serta memperoleh
izin dari Kemenlerian Peker;aan Umum,
le,Ulgga bukan menjadi wewenang
BPPT Badung. Untuk itu, pihaknya me-
nyarankan pengusaha agar merrgurus
rzrn t'etertnrcn sesuai kajian. "Dari data
yang karni prrnya. pihak p'engusaha sudah
memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkun-
gan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) tahun 2012.

sudah melakukan sosialisasi pada tahun
2012 juga.' karanya.

- Fp4,Bfa.lk"gkunsan Hidup (BLH)
Daoung helut. suctaraana Juga mengata-
Kan. sesungguhnya proses mengurw izin
pembangurun reu"rtrne_n tilggal selangkah
ra$.. Dg{lngly+.. !rhat _penguaaha tidak
merundattanJutl. "Setelah mengaju-kan izin
UKI/UPL im" mereka harus meianjutkan
izin ke Kementerian PU melalui Direktorat
lugler {ir (SDA) Balai Wilayah Sungai
Bali Penida untul memohon kajian pem-
buatan reuertmen. Pihak kementerian yang
msfs!'rk?n kajian. a pakahlayak reuertmen
tersebut. ungkapnya.

WakiJ Bupati Badung I Made Sudiana
saat dimintai kon6rmasi menyebutkan,
kehe.dirannya di lapangan guna menrn-
daklanjuti temuan Bupati Badung. ,.Ini
menindaklanjuti hasil pertemuan dengan
Pak Bupati. kemarin (Senin f3/4) i;u."
ucapnya.

Dikatakannya, hasil peninjauan lapan-
gan terungkap. pagar beton tersebut
harus memiliki referensi dari Direktorat
Jenderal Srlnber Daya Air Balai Wilayah
Bali-Nusa Penida. "Kami minta sesera
untuk Eendapat rekomendasi dari balai,"
saran politisi asal Canssu itu.

- 
Dalam kunjungannya yang dihadiri

pthak rnvestor. Sudiana menyebutkan ada
kecungaan warga terkait batas kepemi.
likan lahan. Untuk itu, pihaknya juga
meminta agar dihitung ulang. Mengx;git,
saat kunjungan juga diladiri pihak Ba-
dan Pertanahan Nasional IBPN). la pun
mrnta agar pihak invedtor tidak berbuat
seenaknya. "Saya sarankan agar dikaji
ulang. apa pun yang dibuat harus seeuai
dengan kesepakatan bersama," pungkas-
nya. (krnb27)


